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Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang karena kebutuhan ekonomi atau sebab-
sebab lainnya, melakukan wanprestasi atas kredit rumah melalui Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara, permasalah debitur wanprestasi sudah 
tidak asing lagi bagi pihak bank yang membiayai kredit rumah tersebut, akhir dari 
permasalahan debitur wanprestasi adalah penyitaan tanah beserta rumah yang menjadi 
jaminan atas kredit rumah. Bank Tabungan Negara (BTN). Karena pihak bank sendiri 
tidak mau rugi atas wanprestasi debitur maka dilakukan lelang terhadap rumah yang 
sebelumnya milik debitur yang sudah disita oleh pihak bank karena tidak bisa 
memenuhi tugasnya. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis 
sosiologis yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan 
wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses terjadinya perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) pada Bank BTN Cabang Klaten antara lain ada tiga tahap. Tahap 
pertama merupakan tahap wawancara antara pihak debitur dengan pihak Bank 
Tabungan negara. Tahap kedua yaitu tahap pembinaan kredit dalam tahap ini akan 
diadakan rekonsiliasi atau konfirmasi, tujuannya yaitu untuk menghindarkan hal-hal 
yang tidak diinginkan dalam hal kekeliruannya dalam pembukuan angsuran. Tahap 
yang ketiga yaitu tahap penyelamatan kredit, di dalam tahap ini pihak BTN (Persero) 
Cabang Klaten membuat surat pernyataan kesanggupan membayar, dengan tujuan 
bilamana debitur mengakui adanya tunggaan, dalam hal ini debitur diminta untuk 
membayar tunggakan dalam masa tertentu. 2) Pelaksanaan lelang Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) akibat debitur wanprestasi pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang 
Klaten sebagai berikut. a) Lelang melalui KP2LN. b) Lelang melalui Pengadilan 
Negeri Klaten 
 




Home Ownership Credit (KPR) debtors who, due to economic needs or other reasons, 
default on home loans through Home Ownership Loans (KPR) at the State Savings 
Bank, the problem of default debtors is already familiar to the banks that finance the 
home loans, the end of the problem of default debtors is the seizure of land and 
houses which are collateral for home loans. State Savings Bank (BTN). Because the 
bank itself does not want to lose the debtor's default, an auction of the house 
previously owned by the debtor has been auctioned by the bank because it cannot 
fulfill its duties. The research method uses a descriptive sociological juridical 
approach. Using types of primary data and secondary data. Data collection techniques 




qualitative data analysis. The results of the study can be concluded that: 1) The 
process of the agreement on the Home Ownership Loan (KPR) at the BTN Branch of 
the Klaten Branch includes three stages. The first stage is the interview stage between 
the debtor and the state Savings Bank. The second stage is the stage of credit 
development in this stage, reconciliation or confirmation will be held, the purpose of 
which is to avoid things that are not desirable in terms of errors in the installment 
bookkeeping. The third stage is the stage of credit rescue, in this stage the BTN 
(Persero) Branch of Klaten makes a statement declaring the ability to pay, with the 
aim that the debtor acknowledges the existence of a loan, in this case the debtor is 
asked to pay arrears in a certain period. 2) The auction of housing loans (mortgage) 
due to default debtors at PT. Bank of Klaten State Savings Bank as follows. a) 
Auction through KP2LN. b) Auction through the Klaten District Court 
 
Keywords: default, auction, house ownership credit 
 
1. PENDAHULUAN 
Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya 
untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah ketersediaan 
pendanaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan situs Bank 
Indonesia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  adalah suatu fasilitas kredit yang 
diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau 
memperbaiki rumah. Pemilikan rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) saat ini menjadi alternatif pilihan yang banyak diminati masyarakat. Dengan 
fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masyarakat dapat memiliki rumah dengan 
cara kredit, atau setidaknya sudah dapat menempati rumah tanpa harus melunasi 
harga rumah terlebih dahulu.     
 Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan 
prestasi itu akan dikembalikan pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai 
dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.  Pada prinsipnya bank baru memutuskan 
memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. 
Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik 
nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. 
Itikad baik nasabah diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah 
dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka dilakukan 
penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. 
Dalam dunia perbankan kelima factor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan 




Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah saat ini masih sangat menekankan 
pada arti pentingnya jaminan kredit. Jaminan kredit dibutuhkan oleh bank untuk 
mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang dari nasabah setelah jangka waktu yang 
telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan membuat perjanjian jaminan. 
Perjanjian jaminan merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian dasarnya yaitu 
perjanjian kredit.     
Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang karena kebutuhan ekonomi atau 
sebab-sebab lainnya, melakukan wanprestasi atas kredit rumah melalui Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara, permasalah debitur 
wanprestasi sudah tidak asing lagi bagi pihak bank yang membiayai kredit rumah 
tersebut, akhir dari permasalahan debitur wanprestasi adalah penyitaan tanah beserta 
rumah yang menjadi jaminan atas kredit rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) PT. Bank Tabungan Negara (BTN). Karena pihak bank sendiri tidak mau rugi 
atas wanprestasi debitur maka dilakukan lelang terhadap rumah yang sebelumnya 
milik debitur yang sudah disita oleh pihak bank karena tidak bisa memenuhi tugasnya. 
Jadi yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan dimuka umum atau penjualan 
barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang 
ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.  Bila telah terjadi sita 
eksekusi, undang–undang mengatur dan memerintahkan untuk segera mengadakan 
penjualan barang sitaan. Cara penjualan dengan perantara Kantor Lelang dan 
penjualan dilakukan terbuka untuk umum, atau biasa disebut penjualan umum. 
Semakin banyak permasalahan atau perkara yang diputus oleh pegadilan, semakin 
banyak pula permasalahan eksekusi yang mesti dilaksanakan. Dalam proses 
pelaksanaan lelang pun banyak terjadi masalah misalnya: adanya perlawanan dari 
pihak debitur karena kekurangan kredit yang belum terbayarkan hanya kurang sedikit, 
adanya praktik kecurangan antara pihak pelelang,  perumahan belum dikosongkan, 
jika menang lelang atas perumahan-perumahan tersebut masih juga harus mengajukan 
surat permohonan pengajuan pengosongan ke pengadilan yang tentunya akan sangat 
merepotkan.       
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik 
untuk membahas dan menuangkannnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 




KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA CABANG 
KLATEN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara)”     
           
2. METODE  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat deskripif. Sumber data diperoleh 
dari data primer berupa wawancara langsung dengan Staff PT. Bank Tabungan 
Negara Cabang Klaten dan data sekunder yang diperoleh bahan-bahan pustaka. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis 
data dilakukan secara kualitatif.   
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 . Pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT.   Bank 
Tabungan Negara Cabang Klaten  
Tahapan I : Lengkapi dokumen yang dipersyaratkan 
Pastikan semua dokumen sudah disiapkan sebelum mengajukan ke bank. 
Dokumen pribadi: 




e.Surat keterangan bekerja (bagi pegawai) 
f.Rekening koran tabungan 3 bulan terakhir. 
Dokumen rumah yang hendak dibeli 
a.Salinan sertifikat tanah 
b.Salinan izin mendirikan bangunan (IMB) 
c.Salinan surat tanda jadi dari developer/penjual rumah yang menyatakan setuju 
menjual rumah tersebut. 
            Pastikan penuhi dokumen semua persyaratan KPR. Setelah semua dokumen 
pengajuan KPR lengkap, barulah bawa ke bank. Bank akan memeriksa semua 
kelengkapan dokumen tersebut secara administratif. Tak ketinggalan juga bank akan 




Tahapan II : Proses appraisal 
Begitu lolos dari BI Checking dan dianggap layak mendapat pinjaman, maka bank 
akan melanjutkan proses pengajuan KPR. Biasanya kalau beli rumah lewat developer 
yang sudah bekerja sama dengan bank, biasanya tahapan appraisal ini tidak dipungut 
biaya. Pasalnya, bank sudah setuju dengan harga rumah tersebut dan tak perlu lagi 
menilai harga rumah yang jadi obyek jaminan kredit. 
Beda kasus dengan beli rumah bekas atau rumah baru di mana developernya tak 
bekerjasama dengan bank. Pihak bank akan mengutus petugas untuk menilai atau 
melakukan appraisal rumah tersebut untuk menentukan harganya.Sebagai catatan, 
proses appraisal ini tak gratis. Calon pembeli rumah harus membayar jasa petugas 
appraisal yang besarannya sesuai dengan kebijakan bank. Lain halnya jika 
mengajukan KPR ke bank syariah yang tidak memungut bayaran jasa appraisal. 
Tahapan III : Kalkulasi penawaran bank 
Ketika bank sudah menginformasikan appraisal dari rumah tersebut dan setuju 
mencairkan pinjaman KPR, jangan buru-buru bersorak dulu. Perhatikan beberapa hal 
sebelumnya mengingat KPR adalah perjanjian utang dengan jangka waktu yang 
panjang. Bank akan mengirim petugas appraisal untuk menilai harga rumah. 
Poin yang  didalami dari penawaran bank : 
a. Perhatikan tawaran suku bunga 
Cek besaran suku bunga yang ditawarkan. Di awal biasanya bank menawarkan bunga 
yang cukup kompetitif, misalnya di bawah 9%/tahun.Umur suku bunga ini hanya 
untuk maksimal dua tahun saja. Terus sesuai perjanjian, sesudah itu bunga akan 
menyesuaikan “bunga pasar”. Patokan ‘bunga pasar’ itu mengacu pada BI Rate (suku 
bunga yang ditetapkan Bank Indonesia). 
Begitu BI menetapkan BI Rate tinggi maka otomatis mengerek suku bunga KPR juga. 
Sayangnya, begitu BI menurunkan BI Rate, bank tak serta merta menurunkan suku 
bunga kredit. Inilah risikonya meminjam dana KPR ke bank karena terikat dengan 
peraturan bank. 
b. Syarat dan ketentuan 
Pelajari syarat dan ketentuan yang digariskan bank. Pasalnya, inilah ‘hukum’ yang 
berlaku bila jadi ambil KPR dari bank tersebut. Sebut saja peraturan tentang besaran 




Maka itu, jika sejak awal berencana melunasi sebagian utang maka carilah bank yang 
menerapkan biaya penalti yang kecil. Begitu pun juga tentang denda jika terlambat 
membayar angsuran. Berapa besaran denda yang diberlakukan bank. Perhatikan juga 
metode angsuran, apakah lewat potong saldo atau transfer. 
c. Cek dengan detail rincian biaya KPR 
Jangan abaikan tiap rincian biaya yang timbul begitu KPR disetujui. Misalnya saja 
biaya provisi, pajak pertambahan nilai (PPN), biaya balik nama sertifikat, dan lain 
sebagainya. 
4. Tahapan IV : Kredit disetujui bank 
Saat akad kredit maka bank memberikan SP3K. Begitu bank setuju untuk mencairkan 
KPR, maka akan mengeluarkan SPK (Surat Persetujuan Kredit). Di situ tertulis 
notaris yang ditunjuk bank untuk mengurus semua persyaratan. Soal tarif notaris, 
bank biasanya meminta pihak calon pembeli rumah menanyakan langsung ke notaris 
yang ditunjuk. Tarif notaris ini meliputi jasa pengurusan dokumen Perjanjian Kredit 
(PK), Akta Jual Beli (AJB), biaya balik nama, pajak, cek sertifikat, Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT), dan lain-lain. 
5. Tahapan V : Tanda tangan akad kredit 
Penandatangan akad kredit adalah puncak dari proses pengajuan KPR. Proses ini 
dilakukan di hadapan notaris yang jauh-jauh hari sudah diagendakan. Biasanya 
seminggu sebelumnya dilakukan pemberitahuan rencana penandatanganan akad 
kredit. 
Pihak yang hadir di akad kredit ini antara lain pihak pembeli (suami dan istri), wakil 
dari bank, pihak penjual, dan notaris. Semua pihak tidak bisa diwakilkan karena wajib 
menunjukkan identitas asli ke hadapan notaris. 
Masing-masing pihak, baik pembeli maupun penjual rumah, akan menyerahkan 
dokumen yang diperlukan. Misalnya penjual menyerahkan dokumen terkait rumah 
(IMB, sertifikat tanah, dll). 
Nantinya notaris akan memeriksa semua keabsahan dokumen itu. Misalnya mengecek 
sertifikat tanah, pajak. Bila semua oke, notaris akan memberikan Surat Tanda Terima 




Jika semua lancar dan dokumen akad kredit ditandatangani, maka bank akan 
mentransfer dana ke pihak penjual (developer/pemilik rumah lama). Notaris juga 
memproses balik nama sertifikat tanah, AJB, ke pemilik rumah baru. 
Surat-surat yang diurus notaris itu nantinya diserahkan ke bank bersama surat izin 
mendirikan bangunan (IMB) sebagai jaminan atas kredit tersebut. Notaris akan 
memberikan salinan sertifikat itu kepada pihak pembeli dalam jangka waktu tertentu. 
Bisa tiga bulan atau enam bulan setelah akad kredit.   
Tanda tangan akad kredit depan notaris jadi puncak semua proses KPR. 
Boleh dibilang, tahapan dan cara mengajukan KPR cukup rumit dan membutuhkan 
waktu yang panjang antara 6-12 bulan. 
3.2 . Pelaksanaan lelang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat debitur 
wanprestasi pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Klaten 
Pasal 12 UU No. 49 PP tahun 1960 menetapkan bahwa instansi pemerintah dan 
badan negara diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya 
telah pasti menurut hukum tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi 
sebagaimana mestinya kepada PUPN. Berhubung PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) merupakan salah satu bank milik usaha negara (BUMN) adalah badan 
negara, maka pengurusan atau penyelesaian piutang macetnya wajib diserahkan 
kepada PUPN.  
Adapun persyaratan lelang eksekusi PUPN, Surat Permohonan Lelang harus 
dilengkapi dengan :  
a. Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara;  
b. Salinan Surat Paksa;  
c. Salinan Surat Perintah Penyitaan;   
d. Salinan Berita Acara Penyitaan;  
e. Salinan Surat Perintah Penjualan;   
f. Bukti pemilikan atas barang yang akan dilelang, dalam hal lelang tanah  
maka diperlukan adanya SKPT dari Kantor Pertanahan. Apabila tanah belum 
bersertipikat maka SKPT dilampiri surat keterangan riwayat tanah dari Kepala 
Desa dan disahkan oleh Camat setempat;  
g. Syarat-syarat lelang dari pemohon lelang apabila ada;  




i. Bukti pengumuman lelang oleh pemohon lelang di surat kabar setempat.  
Dengan prosedur sebagai berikut :  
a. KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) mengajukan 
permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara/Kantor Pejabat Lelang 
Kelas II setempat dilengkapi dengan syarat-syarat tersebut diatas;  
b. KP2LN menetapkan tanggal dan waktu lelang dengan memperhatikan 
keinginan pemohon lelang;  
c. KP2LN menetapkan besarnya uang jaminan yang harus disetor calon 
peserta lelang ke KP2LN dengan memperhatikan saran dari KP2LN;  
d. KP2LN melaksanakan pengumuman lelang melalui surat kabar harian 
setempat;  
e. KP2LN menetapkan harga limit dari barang yang akan dilelang. Harga limit 
sifatnya rahasia. Dalam hal penawaran secara tertulis dalam amplop tertutup, 
harga limit diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup sesaat 
sebelum pelaksanaan lelang;  
f. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang bersama-sama dengan 
pejabat penjual. Atas pelaksanaan lelang tersebut oleh Pejabat Lelang dibuat 
Berita Acara yang disebut Risalah Lelang;  
g. Pembayaran hasil lelang dilakukan secara tunai segera setelah pelaksanaan 
lelang kepada Pejabat Lelang, dan selanjutnya segera disetorkan kepada yang 
berhak setelah dipotong Bea Lelang penjual.  
Eksekusi barang agunan melalui PUPN lebih sering dilakukan oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) karena waktunya relatif lebih singkat yaitu minimal 3 
(tiga) bulan setelah dikeluarkan SP3N (Surat Pernyataan Penyelesaian Piutang 
Negara) dibandingkan dengan gugatan ke Pengadilan Negeri karena harus melalui 
sidang. Hal tersebut untuk memberi toleransi kepada debitur menyelesaikan 
kewajiban-kewajibannya terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan biayanya 
relatif lebih murah.  
Atau PT. Bank Tabungan Negara (Persero) akan melakukan eksekusi melalui 
Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUHT. Akan tetapi hal ini jarang 
sekali dilakukan karena memakan biaya yang banyak yang harus ditanggung oleh PT. 




karena harus melalui sidang dan adanya tingkat banding, tingkat kasasi sampai tingkat 
PK (Peninjauan Kembali), walaupun eksekusi tetap dapat dilakukan pada tingkat 




Proses terjadinya perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Cabang 
Klaten antara lain ada tiga tahap. Tahap pertama merupakan tahap wawancara antara 
pihak debitur dengan pihak Bank Tabungan negara, dari hasil wawancara ini BTN 
dapat melakukan seleksi awal terhadap calon debitur mengenai karakter dari pemohon 
atau debitur setelah mengajukan permohonan melalui BTN dan mempelajari syarat-
syarat serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, memeriksa identitas, kemampuan 
kesanggupan memenuhi syarat kredit (melampirkan daftar gaji dari instansi calon 
debitur bekerja atau penghasilan dari calon debitur). Selain itu juga adanya jaminan 
dari BTN kepada calon debitur tersebut yang berupa rumah dan tanah yang akan 
dijadikan jaminan dalamperjanjian kredit pemilikan rumah tersebut Berdasarkan hasil 
wawancara tersebut kemudian pihak PT BTN Cabang Klaten mengadakan rapat 
komite kredit (K/Rakomdit) untuk menentukan apakah calon debitur tersebut dapat 
diterima untuk mengajukan permohonan kredit, apabila calon debitur ditolak maka 
calon debitur untuk sementara waktu tidak memenuhi syarat-syarat dan apabila 
diterima maka calon debitur tinggal menunggu realisasi kredit. Tahap kedua yaitu 
tahap pembinaan kredit dalam tahap ini akan diadakan rekonsiliasi atau konfirmasi, 
tujuannya yaitu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal 
kekeliruannya dalam pembukuan angsuran. Tahap yang ketiga yaitu tahap 
penyelamatan kredit, di dalam tahap ini pihak BTN (Persero) Cabang Klaten 
membuat surat pernyataan kesanggupan membayar, dengan tujuan bilamana debitur 
mengakui adanya tunggaan, dalam hal ini debitur diminta untuk membayar tunggakan 
dalam masa tertentu. Selain itu surat peringatan ini juga sebagai kelengkapan apabila 
masalah tersebut sampai ke pengadilan.  Pelaksanaan lelang Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) akibat debitur wanprestasi pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Klaten 
sebagai berikut. Lelang melalui KP2LN Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Pejabat 




Pejabat Lelang dibuat Berita Acara yang disebut Risalah Lelang. Pembayaran hasil 
lelang dilakukan secara tunai segera setelah pelaksanaan lelang kepada Pejabat 
Lelang. Lelang melalui Pengadilan Negeri Klaten Pada prakteknya PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) sebagai kreditur dalam upaya pelunasan kredit yang 
diberikan kepada debitur dengan jaminan Hak Tanggungan tetap perlu mengajukan 
permohonan lelang eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengajukan 
permohonan tersebut diperlukan prosedur yang memakan waktu dan biaya, sehingga 
menghambat kelancaran kinerja PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Akan tetapi 
hal ini jarang sekali dilakukan karena memakan biaya yang banyak yang harus 
ditanggung oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai kreditur (pemohon) 
dan waktu yang lama karena harus melalui sidang dan adanya tingkat banding, tingkat 
kasasi sampai tingkat PK (Peninjauan Kembali), walaupun eksekusi tetap dapat 
dilakukan pada tingkat pertama setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
4.2 Saran 
PT BTN (Persero) disarankan hendaknya memberikan kemudahan-kemudahan 
kepada calon debitur di dalam persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit 
pemilikan rumah sederhana khususnya bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah 
ke bawah. Dalam membicarakan masalah persyaratan dan prosedur bagi calon debitur 
yang akan melakukan kredit pemilikan Rumah KPR BTN (Persero) dalam hal ini 
petugas BTN disarankan hendaknya dalam memberikan penjelasan/informasi bagi 
calon debitur harus bersikap jujur, konsekuen, sabar, bertanggung jawab dan sejelas 
mungkin dalam memberikan pengertian. Demi kelancaran proses kredit pemilikan 
Rumah KPR BTN hendaknya masing-masing pihak baik itu pihak debitur maupun 
pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) saling bertanggung jawab akan hak dan 
kewajibannya sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian yang telah disepakati 
bersama sehingga jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang tidak 
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